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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  16/PRT/M/2018 

TENTANG 

KLASIFIKASI ARSIP  

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan pengelolaan 

arsip dinamis yang efektif dan efisien di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperlukan 

sistem penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan 

prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sehingga mampu 

merespon tuntutan dinamika dalam penyelenggaraan 

pemerintahan; 

b.  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, klasifikasi arsip di 

masing-masing Kementerian/Lembaga ditetapkan oleh 

pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang 

ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia;  

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
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Rakyat tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 16); 

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 235); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 7/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 347) sebagaimana telah diubah 

www.peraturan.go.id



2018, No. 801 
-3- 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2016 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2016 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1705); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 817); 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 23/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan 

Arsip Dinamis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 946); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KLASIFIKASI ARSIP 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 

RAKYAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman 

kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi yang dibuat atau diterima oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
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2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 

selama jangka waktu tertentu. 

3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara 

berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas 

instansi menjadi beberapa kategori unit informasi 

kearsipan. 

4. Klasifikasi Fasilitatif adalah fungsi kegiatan yang 

menghasilkan produk administrasi atau penunjang 

kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. 

5. Klasifikasi Substantif adalah fungsi kegiatan pelaksanaan 

tugas pokok Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam 

rangka pengelolaan Arsip Dinamis bagi Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

(2) Peraturan menteri ini bertujuan untuk: 

a. memudahkan dalam pelaksanaan pemberian 

klasifikasi untuk identifikasi subjek pada Arsip 

secara tepat dan benar; 

b. menciptakan keseragaman dalam penerapan 

Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

c. menciptakan tertib administrasi pengelolaan Arsip 

Dinamis; dan 

d. mendinamiskan penyelenggaraan Arsip Dinamis 

sebagai suatu sistem yang komprehensif dan 

terpadu. 
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BAB II 

KLASIFIKASI ARSIP 

 

Pasal 3 

(1) Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat meliputi: 

a. fungsi fasilitatif; dan  

b. fungsi substantif. 

(2) Fungsi Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. hukum: 

1. produk hukum: 

a) produk hukum bersifat pengaturan; dan 

b) produk hukum bersifat penetapan; 

 

2. perjanjian kerjasama: 

a) perjanjian kerjasama dalam negeri; dan 

b) perjanjian kerjasama luar negeri;  

3. sosialisasi hukum; 

4. dokumentasi hukum; 

5. hak atas kekayaan intelektual; dan 

6. advokasi hukum: 

a) advokasi hukum perdata; 

b) advokasi hukum pidana; dan 

c) advokasi hukum kasus peradilan tata 

usaha negara; 

b. hubungan luar negeri: 

1. kerjasama bilateral: 

a. pinjaman luar negeri; 

b. hibah luar negeri; 

c. negosiasi luar negeri; 

d. kerjasama teknik luar negeri; dan 

e. kerjasama infrastruktur luar negeri; 

2. kerjasama multilateral:  

a. pinjaman luar negeri; 

b. hibah luar negeri; 

c. negosiasi luar negeri; 

www.peraturan.go.id


